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PUTUSAN
Nomor: 2277/Pdt.G/2023/PA.Krs
2 tiary ,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 05 Januari 2001, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman
di Dusun Ra'as RT.011/RW.003 Desa Pondok Wuluh
Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 11 Januari 2002, agama
Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003/RW.003 Desa Leces
Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di

muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember

2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Krs

tanggal 14 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada
tanggal 27 Oktober 2022 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 0374/18/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
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dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di

KABUPATEN PROBOLINGGO, kurang lebih selama 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum di karuni

anak;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
harmonis namun kemudian sejak bulan Januari tahun 2023 Pemohon dan
Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena:

4.1. Termohon bersikap tidak terbuka / kurang jujur terhadap Pemohon
terkait uang yang di berikan oleh Pemohon bahkan Termohon terlalu
boros dan selalu kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh
Pemohon;

4.2. Dan serta karakter Termohon keras kepala dan sulit diatur karena
mempunyai watak yang keras dan hal ini sering terjadi ketika
Pemohon mencoba memperingati Termohon;

4.3. Sehingga dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Pemohon
merasa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak bisa
diteruskan/dilanjutkan lagi;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tesebut, akhirnya sejak
pertengahan akhir bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang Pemohon
dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 bulan 14
hari, karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama/rumah orangtua Termohon karena masalah rumah tangga yang
telah dipaparkan di atas, (Pemohon pindah ke rumah orangtuanya yang
bertempat di Dusun Ra’as RT.011/RW.003 Desa Pondok Wuluh
Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, sedangkan Pemohon di Dusun
Krajan RT.003/RW.003 Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten
Probolinggo);

6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut
diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak
berhasil sehingga Pemohon memilih perceraian sebagai alternative terakhir;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat
Permohonan Pemohon tersebut.
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Kraksaan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai
dengan Termohon, tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang

dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara

a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130
HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon
harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai gugat
adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
sering terjadi pertengkaran disebabkan:

- Termohon bersikap tidak terbuka / kurang jujur terhadap Pemohon terkait
uang yang di berikan oleh Pemohon bahkan Termohon terlalu boros dan
selalu kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Dan serta karakter Termohon keras kepala dan sulit diatur karena
mempunyai watak yang keras dan hal ini sering terjadi ketika Pemohon
mencoba memperingati Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam posita bahwa
Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Oktober 2022, kemudian
tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 10 bulan, selanjutnya
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan
Termohon telah berpisah sampai sekarang sekitar 3 bulan 14 hari ;
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Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam
Al Quran disebut dengan "miitsagan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)”
dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau
rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki
dalam al-quran surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
(KHI);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan cita cita perkawinan tersebut
tentunya memerlukan pengorbanan dan perjuangan serta waktu yang tidak
sebentar, oleh karenanya menurut Majelis perjalanan dalam kebersamaan
antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama sekitar 10 bulan dan
kemudian pisah selama 3 bulan 14 hari, selanjutnya minta untuk diakhiri
tidaklah sesuai dan bertentangan dengan tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e disebutkan untuk
mempertahankan tujuan perkawinan maka perceraian harus
dipersukar/dipersulit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun
2022 menyatakan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan
memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan
alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan
jika terbukti suamifistri berselisin dan bertengkar terus menerus atau telah
berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan
Pemohon dapat dikategorikan sebagai perkara yang premature dan oleh
karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini;
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MENGADILI:
1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.
Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan
Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Syafig Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.
Hakim Anggota | Hakim Anggota

Drs. Muhsin, M.H. Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafig Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 440.000,00
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PNBP Rp 20.000,00

Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 610.000,00
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